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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh
orang dewasa,mencari tahu bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana
pembunuhan berencana dan upaya pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang
melakukan tindak pidana pembunuhan di sesuaikan dengan ketentuan yang sudah di atur dalam
KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perdilan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian
kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak
pidana pembunuhan dan pertanggung jawaban pidana dari anak masih dibawah umur
melakukan pembunuhan, pertama bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak
yang melakukan tindak pidana adalah Diversi. Diversi merupakan sebuah sistem yang
memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh
anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun atau telah berumur 12
Tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak
pidana. kedua, bahwa pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan
tindak pidana pembunuhan di sesuaikan dengan ketentuan yang sudah di atur dalam KUHP
dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perdilan anak. Dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan
anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana
tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (dibawah umur) melakukan tindak
pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah %2 (satu perdua) dari
hukuman orang dewasa.
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ABSTRACT

This study aims to find out that criminal acts are not only committed by adults, to find out
the form of legal protection against children who are perpetrators of premeditated murder and
efforts to take responsibility for the crime of minors who commit the crime of murder according to
the provisions set out in Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the child justice
system.

This study uses a normative legal research method, namely the library research method.
Normative legal research methods or library law research methods are methods or methods used in
legal research which is carried out by examining existing library materials.



The results of research on the form of legal protection for children who commit crimes of
murder and the criminal responsibility of children who are underage committing murder, the first
form of legal protection given to children who commit crimes is Diversion. Diversion is a system
that provides a better opportunity for perpetrators of crimes committed by children who are 12
years old but not 18 years old or 12 years old even though they have been married but are not yet
18 years old who are suspected of committing a crime. secondly, that the criminal responsibility
for minors who commit the crime of murder is adjusted to the provisions already regulated in the
Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. From this
research it can be concluded that Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system
has regulated it through criminal sanctions consisting of principal crimes and additional crimes.
Then if it is proven that the child (under age) commits the crime of murder, the trial process is in
accordance with the provisions set out in Law Number 11 of 2012, while the sentence is %2 (one
half) of the adult sentence.
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PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan
penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana
pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara.
Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan
membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur,
materil spritual Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun
19451

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar
kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.
dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah
dilahirkan, anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang
dapat membahayakan atau menghambat, pertumbuhan dan perkembangan dengan
wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak
bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai
kesejahteraan anak.?

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh
terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan
antara orang dewasa dan anak dalam hal berhadapan dengan hukum, hal ini
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari
generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan bangsa
Indonesia. Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar memang perlu
mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya, dalam perkembangan
kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas

! Nashriana,(2012),Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,Jakarta :
Rajawali Pers, hal.1.
2 Ibid, hal. 1-2.



kontrol, melakukan perbuatan yang kurang baik, sehingga merugikan diri sendiri
bahkan orang lain.Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa
pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari
lingkungan pergaulannya.

Keadaan ekonomi pun juga menjadi pendorong bagi anak untuk
melakukan perbuatan yang dilarang, begitu juga keluarga yang merupakan salah
satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, lingkungan sosial
yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak
mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok
masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat
dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah.® Keluarga
memiliki peran penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan
berpengaruh baik bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan
menimbulkan pengaruh buruk pula, karena anak sejak lahir dan mengalami
pertumbuhan memang berawal dari sebuah keluarga.

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan
lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa
menerima apa adanya, apabila lingkungan tersebut positif tentu akan
menyelesaikan masalah anak dan membawanya kearah yang positif juga,
sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan
menjerumuskan anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan
pelanggaran hukum seperti mencuri bahkan membunuh. Kedudukan keluarga
sangat fundamental dalam pendidikan anak, apabila pendidikan keluarga gagal,
maka anak cenderung melakukan tindakan.

3 1bid, hal.41.



kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan

atau criminal, dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak

berpendapat bahwa :

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu  sebagai
penjahat,pemabuk,emosi

2. Ketidak adaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian
atau pelarian diri.

3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya,
atau sakit jasmani atau rohani.

4. Ketidak serasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu
banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu,
panti-panti asuhan.*

Keluarga yang tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan
pelanggaran hukum, namun ada juga keluarga yang harmonis melakukan
pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata
memiliki keluarga yang harmonis, hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor
lingkungan bermain yang buruk. Pendidikan juga memiliki peran penting baik
pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character), dalam situasi
sosial tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat
bermainnya, mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua
setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga
mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan
melanggar hukum.

Kajian literatur menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, anak yang
berhadapan dengan hukum selalu membutuhkan penanganan yang berbeda dengan
penanganan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum, hal ini dilatar
belakangi pemikiran bahwa perkembangan mental dan fisik anak belum optimal,
dengan demikian kemampuan dalam bertanggung jawab juga tidak sama dengan
orang dewasa.’

Menurut Edy Ikhsan, Direktur Utama Yayasan Pusaka Indonesia yang
concern menangani anak yang berhadapan dengan Hukum mengatakan :

Dari tahun ke tahun ribuan anak-anak harus masuk dalam ruangan
peradilan formal Di Indonesia dan umumnya berujung pada pemenjaraan, padahal
dalam banyak studi, pemenjaraan bakal menjadi sekolah kriminal yang lebih
canggih lagi buat anak dan oleh karena itu harus dihindarkan.

Penjara sebagai media balas dendam sudah menjadi diskusi yang panjang
dalam disiplin hukum pidana, khususnya sub bidang penitensier (pemenjaraan).
Penyederhanaan penyebutannya saat ini menjadi Lembaga Pemasyarakatan adalah
cara untuk membentuk stigma positif kehadapan publik akan fungsi-fungsi
pendidikan, pembelajaran dan pertaubatan yang di agung-agungkannya, alih-alih
untuk mencapai tujuan dari fungsi-fungsi itu. Penjara malah terperosok jauh

4 B.Simanjuntak,(1984),Kriminologi,Bandung : Tarsito, hal.55.

> Mohammad Kemal Dermawan dkk (2006-2007),Analisis Situasi Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”, Jakarta : UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi
Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, hal.225.



menjadi wilayah yang dipenuhi dengan jurus-jurus canggih untuk melahirkan
residivis-residivis baru.®

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian
kepustakaan (Library Research).Metode penelitian hukum normative atau metode
penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara meneliti bahan pustaka
yang ada.

PEMBAHASAN

Peradilan pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan
hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa
seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bencana di masa
depan. Penyelesaian kasus pidana yang pelakunya anak bisa pula dilakukan
dengan diversi. Kata diversi berasal dari bahasa inggris diversion yang
bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi adalah pemberian
kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-
tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah
pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan
atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau
mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan
pelayanan sosial lainnya. Pasal 1 angka 6 Undang-undang SPPA disebutkan
keadilan Restoratif adalah penyelsaian perkara pidana dengan melibatkan
pelaku,korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.’

Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib
mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif yang
dimaksud dalam Undang-undang SPPA adalah kewajiban melaksanakan
diversi. Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak
negatif pemidanaan. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak
tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Pelaksanaan proses
diversi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversi adalah
musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban
dan/orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial
profesional serta melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat.®

6 Edy lkhsan,(2010),Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berhadapan Dengan
Hukum,Majalah Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak Edisi I/ Volume |
Diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Indonesia, bekerjasama dengan WGRJ Banda Aceh,Komnas
Perlindungan Anak Jakarta, LAHA Bandung,dan SCCC Surabaya yang di dukung Uni Eropa,
hal.1.

"Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

8 pasal 1 Angka (1) PERMA No 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana
atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada
saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya dikatakan pula
bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang
mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi
bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak
mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

Pertanggung jawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung
jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak
dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.®

Pada prinsipnya, tindakan pidana yang dilakukan oleh anak adalah
tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang
anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua
asuhnya. Tanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili
pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak
diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam
asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu :

a. Asas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
b. Dalam suasana kekeluargaan;
c. Anak sebagai korban;

d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali
yang mengasuh;

e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan
pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggung jawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan
tindak pidana akan dilihat dari aturan dari aturan yang di atur dalam KUHP maupun
di luar KUHP.

1. Pertanggung jawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP

Hukum Pidana di indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 1
Tahun 1946, tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang
bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang
berpijak pada :

® Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, hal.69.



a. Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang
sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan
bahwa :

“undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa
yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena
peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat di hukum, tidak dapat dipidana

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan
hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat,
tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum
dapat ditegakkan.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Moeljatno, bahwa : “Tidak ada
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih
dahulu dengan perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahas latin
sebagai Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege (tidak ada delik,tidak ada pidana
tanpa peraturan lebih dahulu).*

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum”
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk Undang-undang
sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih
belum dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya,
karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang
dilakukannya, apabila anak yang berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau
diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum
genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut tetap diadili di
persidangan anak.

PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh
pelajar yang putus sekolah dan anak-anak yang kurang pengawasan kedua orang
tuanya. Misalkan orang tua yang pergi merantau dan mereka hanya dititpkan
kepada wali (nenek-kakek atau saudara). Anak yang melakukan tindak pidana
memerlukan perlakuan khusus, berbeda dengan orang dewasa.

10 Bunadi Hidayat,(2010), Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Alumni, hal
41.

1 Moeljatno,(1983), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, cet. I, hal. 23.



anak yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi sesuai KUHP ada pula yang
dikenakan sanksi diluar KUHP yaitu dengan diversi. Diversi sendiri memiliki
pengertian yaitu pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk
mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan dalam  menangani  atau
menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal
antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan
pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk
kegiatan pelayanan sosial lainnya. Diversi hanya dilaksanakan dalam hal pidana
yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan
merupakan bentuk pengulangan tindak pidana.

2. Pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan
pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam KUHP dan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana
pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah * (satu
perdua) dari hukuman orang dewasa.

B. Saran-saran

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran
bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama.
Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan dan
kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan
perbuatan yang kriminal.

2. sebaiknya kepada aparat penegak hukum, baik itu Polisi atau Hakim harus
lebih sering mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih
paham lagi tentang anak yang melakukan pidana dan cara menanganinya.
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